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ABSTRAKSI

Pada era rcformast kebebasan pers tidak lags dihalangi-halangy, vang ditanda
oleh banyaknyva pers baru terbit, baik berbentuk surat kabar maupun tabloid. Tidak
mengherankan bila pada periode awal reformas: terdapat 582 surat 1zin baru terbat.
Kebebasan pers scakan telah memperoleh kemenangannya setelah  mengalami
perjuangan panjang vang amat melelahkan dan menvakitkan. Pembungkaman
kebebasan pers atas nama sopan santun dan eufemisme dengan seketat mungkin
menjalankan jurnalisme rekaman tak lagi dialami pers Indonesia. Tidak hanva sebatas
1tu, kebebasan berpendapat pun seolah telah menemukan masanya, schingga tidak
mengherankan bila pers pada masa itu bebas memberitakan apa saja termasuk
kekuasaan yang selama it dianggap sakral. Hal itu bisa djumpar dalam pemberitaan,
opint, dan tajuk surat kabar-surat kabar pada masa 1tu vang mengangkat tema-tema
demokras: aktual. Tema-tema scperti penegakan hukum, pemberantasan KKIN,
pemberdayvaan lembaga perwakilan rakvat, penghapusan dwifungst TINI, dan lain-lain
cukup akrab di kalangan masyarakat pembaca.

Namun bila diamatt lebih jauh, perjalanan kebebasan pers vang lahir pasca
reformast tampaknya tidak serta-merta memibki korelast positif dengan proses
demokratisast. Pers pada cra tersebut lebth cenderung berperan sebagai institust
ckonomi yvang didominast oleh logika sirkuit kepentingan akumulast modal, setelah
mengendornya regulast negara dan digantikan oleh mekanisme pasar. 1Dominasi
logika modal itulah vang menciptakan tatanan persaingan pasar (markel siructire), di
mana institust pers mencrapkan segala strategt pasar (warke! conducss) untuk
menjadikan hampir semwua 1su atau peristiwa sebagar komoditas informast dan
hiburan. Semuanya dikemas begitu rupa hingga punva daya tarik demikian dahsvat
demi1 maksimalisasi 7a/7n¢ dan pemasukan iklan. Pada gilrannya, terjadinya pemusatan
kepemilikan perusahaan media menuju kerajaan pers dengan agyessire markefing-nya
sepertt sekarang in1 bisa dijelaskan dalam konteks itu, meskipun embrionya telah ada
sejak era 1980-an. Umumnvya, kerajaan pers tersebut didukung oleh unit-unit bisnis
baik media maupun non-media. Jara Pos, misalnya, yang membawa bendera Jana Pos
Growp (JPG) telah mengembangkan jaringan berita terluas dengan lebth dan 40
jaringan percetakan di seluruh Indonesia. Selain itu, JPG juga didukung oleh unit-unit
bisnis di luar media mulai dari perbankan, perhotelan, internet sevice, hingga real
estate. Hal yang sama juga dilakukan oleh Kozpas di bawah bendera Kelompok Kompas-
Gramedia (KKG) dan Media Indonesia di bawah bendera Surva Presindo, tentunva
dengan aggressire marketing vang berbeda-beda.

Padahal dalam negara demokratis, pers selalu diteorisastkan sebagai pilar
keempat demokrast dengan prasyarat adanya kebebasan pers untuk melahirkan pers
vang bebas. Pers vang bebas berfungsi scbagar mcekanisme kontrol terhadap
penvelewengan penvelenggaraan negara. Lazimnya, di negara demokratis di mana
telah terbentuk 77/ sociery vang kuat sebagat kekuatan pengimbang negara maka
persnya relatif bebas, karena kebebasan persnya terjamin. Czr4/ sociery sebagat kekuatan
pengimbang negara dan sckaligus kekuatan kritis-reflektif dalam masvarakat, dengan
demikian, mengisvaratkan pentingnya wacana publik sckaligus keberadaan dunia
publik vang relatif bebas dari intervenst negara dan modal. Konsep public sphere
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merupakan suatu konnsepst ideal atau penggambaran suatu zdeal commnnication silnation
vang olch banyak pihak sering dipertanyakan validitas historisnya. Namun, setidaknya
konsepst public sphere bisa dyadikan acuan normanf untuk mengukur scjauhmana
proses demokratisast telah berhasil terselenggara dalam masyarakat. Sebab, dalam
public sphere Tah masvarakat dalam posisinya yang sctara dapat melakukan diskursus
rastonal mengenar masalah-masalah  menyangkut  kepentingan  bersama  tanpa
terdistorst oleh mtervenst kepentingan negara ataupun modal.

Media massa, khususnva pers scbagai bagian dart dumia publik, pada
gilirannya memaimnkan peranan untuk menyediakan forum publik bagi berlangsungnya
komunikast dan debat rasional menuju komunikasi ideal tanpa distorst. Namun,
tidaklah demikian kenyataannya bila mehhat perkembangan pers Indonesia pasca
Orde Baru. Seiring mengendornya regulast negara dengan logika represifnya melalu
ideoligical stafe apparafus dan repressive siaie apparafas-nya, maka pers memang relatif
bebas dart mtervenst negara. Tetapr hilangnva regulast negara kemudian digantikan
olch mckanisme pasar dengan logika modalnva, maka tampaknya pers memang
belum terbebas dan kepentingan modal. Boleh jads, karena dalam proses pergulatan
panjang dengan kepentingan modal itulah, pers Indonesia pasca Orde Baru tidak
cukup lugas, kritis, serta tegas sikap, postsi, dan keberpihakannya.

Mengamati tajuk-tajuk Jana Pos (barangkali juga pers-pers Indonesia lainnya),
yang scharusnya menarik dan penuh greges karena mengangkat tema-tema demokras
secmacam  penegakan hukum, pemberantasan KIKN, pemberdavaan lembaga
perwakilan rakvat, dan penghapusan dwifungsi TINIL Tetapi vang terjadi kemudian
adalah tajuk-tajuk tersebut seolah menjadi kehilangan awu dan gregesr dalam proses
demokratisast dan konsolidast demokrasi, karena kebanyakan ditulis dalam model
angin surga dan model jalan tengah. Model pertama biasanva hanyva berisi harapan-
harapan yang memabukkan dan imbauan-imbauan kosong. Secara keseluruhan model
m1 tidak mencerdaskan bahkan membodohr masyarakat, karena sifatnya vang tidak
menjelaskan  dan memahamkan masyarakat malah menimbulkan kebingungan
masyarakat. Model kedua biasanya dalam menvikapi suatu persoalan vang diangkar
tajuk tersebut tidak memuliki kejelasan dan ketegasan sikap, posist, dan keberpihakan.
Sesungguhnya model-model tajuk seperts milah yang dianggap tidak cukup rasional,
bahkan tidak cukup punya signifikasi dalam proses pembentukan wacana rasional
dalam masvarakat. Scbab tidak cukup mampu membuat publik tergerak untuk
berpikir dan merumuskan sendirt opininya lewat debat rasional mengenai suatu
persoalan.

Masa transist demokrast sepertt yang kint terjadi di Indonesia boleh jadi masih
sangat panjang dan meclclahkan. Oleh karenanya, publik membutuhkan pers,
khususnva tajuk vang bersifat lugas, kritis, tegas serta berfungsi sebagar anjing penjaga
vang begitu menyalak kerika melihat penyelewengan dalam penyelenggaraan negara.
Meski demikian, pers seharusnya tidak hanya sebatas menvalak seperti anjing penjaga,
tetapt juga harus mampu menyentuh emosi rakyat, memikirkan apa yang memang
diptkirkan rakvat, memperhatikan dan berpithak pada kepentingan rakvat. Dengan
kata lain, berperan sebagai penyambung lidah rakyat. Barangkali mengharapkan
lahirnva pers, khususnva tajuk dengan model seperti itu tampaknva masth jauh
panggang dart apt. Entah scberapa lama lagt publik harus menelan kekecewaan.





